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ABSTRAK 

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP IZIN 
PENEBANGAN POHON P ADA DIN AS PERTAMANAN KOT A ME DAN 

BERDASARKAN PERA TURAN DAERAH NO. 21 T AHUN 2002 

Oleh : 
BINASAR P ANJAITAN 

NPM : 06 840 0096 
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

Pemerintahan Daerah diberikan kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola 
daerahnya terutama sekali Pemerintahan Kota atau Kabupaten. Oleh sebab itu merasa 
tertarik membahas masalah kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah 
Kota Medan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup khususnya lagi dalam hal 
pemberian izin penebangan pohon, khususnya dalam menj alankan fungsi 
pemerintahan bagi kemaslahatan masyarakatnya. 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah syarat dan 
prosedur penebangan pohan yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan 
Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
dan apakah sanksi administratif terhadap penyalahgunaan penebangan pohon dapat 
beijalan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah. 

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara 
kepustakaan dan penelitian lapangan di Dinas Pertamanan Kota Medan. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan syarat dan prosedur penebangan 
pohan yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 
Tahun 2002 adalah: Surat permohonan yang bersangkutan, Foto copy KTP yang 
bersangkutan, Foto pohon yang akan ditebang, Surat keterangan dari Lurah tempat 
pohon akan ditebang, Denah lokasi pohon yang akan ditebang, Foto copy izin 
mendirikan bangunan dari Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan dan Surat 
keterangan penutupan parit dari Dinas Bina Marga Kota Medan. Sanksi administratif 
terhadap penyalahgunaan penebangan pohon dapat beijalan sesuai dengan Peraturan 
Daerah No. 21 Tahun 2002 karena setiap pelanggaran yang dilakukan terns dilakukan 
penagihan oleh Pemerintah Kota Medan. 

Untuk terselenggaranya dengan baik tujuan pemberian izin penebangan pohun, 
maka diharapkan kepada para aparat pemerintah yang terlibat dalam pembinaan dan 
pengawasan surat izin penebangan pohon, untuk lebih ditingkatkan pengawasan agar 
kepentingan masyarakat maupun badan usaha dapat dilindungi. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnyn memerlukan sumberdaya 

alam, berupa tauah, air dan udara dan sumberdaya alam lain termasuk ke dalam 

sumberdaya alam yang terganti maupun yang tak terganti. Namun demikian harus 

disadari bahwa sumberdaya alam metnpunyai keterbatasan di dalam banyak hal, 

yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. 

Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan 

waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alarn yang baik dan 

biiaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunvai kaitan yang erat. ... - ~ ..... .. . ., ._, 

Ada kf!Janya .mannsia .sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di 

sekitarnya, sehirtgga aktivitasnya banyak diterttukan oleh keadaan lingkungan itu 

sendiri. Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain 

menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak dapat hidup tanpa udara 

dan air. 1 Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi 

keberadaan sumberdaya dan lingkungan eli sekitarnya. Kerusakan sumberdaya 

alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus 

pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia 

1 Moh. Soerjani dkk, Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam 
Pembangunan, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 89. 
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seperti pencemaran udara, pencemaran a1r, pencemaran tanah serta kerusakan 

hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, pada akhirnya akan 

merugikan manusia itu sendiri. Pada penelitian ini pembahasan hanya dibatasi 

pada perihal pelaksanaan penebangan pohon di wilayah perkotaan. 

Pohon pada wilayah perkotaan merupakan suatu sumber hayati yang sangat 

penting sehingga dapat dilihat karena kawasan perkotaan seperti kota Medan yang 

bukan daerah pertanian mengharuskan diadakan suatu sistem penghijauan 

tersendiri, maka dalam kapasitas ini dibutuhkan keberadaan tumbuh-tumbuhan 

termasuk pohon dalam hubungannya dengan kebutuhan wilayah perkotaan. 

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berbunyi "Ruang 

Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah 

bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan 

tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika". 

Dengan dasar tersebut maka keberadaan pohon adalah sebagai salah satu 

sumber ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang sangat penting dalam 

menunjang wilayah perkotaan. Dan dengan dasar tersebut maka amatlah sangat 

penting untuk mengatur perih:al ketertiban pelaksanaan penebangan pohon itu 

sendiri termasuk izin melakuk.an penebangan pohon. 
• ' I 

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Medan menerbitkan 

Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Perrtakaian Kekayaan 
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Daerah. Kondisi yang dilahirkan dari Peraturan Daerah tersebut adalah adanya 

kegiatan untuk melakukan penebangan pohon yang dimiliki Pemerintah Kota 

Me dan. 

Ketentuan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa kewenangan daerah akan sedemikian 

kuat dan luas sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketat 

untuk menghindari ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan dalam bidang 

lingkungan hidup terutama dalam masalah penanganan dan penerliban penebangan 

pohon di wilayah perkotaan 

Pemerintahan Daerah diberikan kekuasaan yang sangat besar dalam 

mengelola daerahnya terutama sekali Pemerintahan Kota atau Kabupaten. Menjadi 

pertanyaan dalam penelitian sudah siapkah Pemerintah Daerah khususnya 

Pemerintah Kota Medan dalam hal penertiban dan pemberian izin dalam 

penebangan pohon secara bijak. Karena tanpa disadari bahwa otonomi daerah 

tersebut menemukan adanya kesan melahirkan raja-raja kecil di daerah. Dengan 

diserahkannya kepada daerah perihal pengelolaan daerah maka akan terbuka hal

hal yang menjadi sebab penyelewengan kekuasaan untuk menguntungkan orang 

secara pribadi maupun satu kelompok tertentu. 

Oleh sebab itu merasa tertarik membahas masalah kewenangan 

Pemerintah Daerah khususnya Pem~rintah Kota Medan dalam hal pengelolaan 

lingkungan hidup khususnya lagi dalam hal pemberian izin penebangan pohon, 
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khususnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan bagi kemaslahatan 

masyarakatnya. ,, 

A. P~negasan dan Pengertian Judul 

Judul adalah sangat sentral sekali dalam keberadaannya di sebuah karya 

ilmiah, dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik khusus serta gambaran 

dari isi. 

Skripsi penulis ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah juga mempunyai 

judul, yaitu : "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap lzi11 

Penebangan Pohon Pt1da Dinas Pertamanan Kota Medan Berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 21 Tahu11 2002' ... 

Agar tidak terj adi penafsiran yang berbeda terhadap isi pembahasan yang 

akan penulis uraikan dalam skripsi ini maka pada bagian ini penulis akan 

memberikan pengertian dari judul yang diajukan terse but, yaitu : 

Tinjauan berati melakukan suatu pekerjaan yang telah direncanakan 2 

Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang 

menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha -

usaha untuk memenuhi tugas-tugas atau cara bagaimana penguasa seharusrtya 

bertingkah laku dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. 3 

i W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2005, 
hal. 986. 

3 Victor Situmorang, Dasar-Dasar Hukum administrasi Negara, Penerbit Bina aksara, Jakarta, 
1989, hal. 45 . ----------------------------------------------------- 
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- ferhadap adalah sisi atau bagian. 

Izin menurut Prajudi Admosudirjo adalah suatu penetapan yang merupakan 

dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-tmdang. 4 

• Penebangan Pohon adalah kegiatan melakukan penebangan pohon yang dalam 

hal ini pohon tersebut adalah merupakan milik pemerintah daerah Kota Medan. 

- Pada Dinas Pertamanan Kota Medan adalah salah satu dinas yang terdapat di 

wilayah hukuni Kota Medan. 

- Berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah adalah dasar hukurn pelaksanaan pembahasan. 
,,, 

Dengan demikian maka pembahasan skripsi ini menyangkut sekitar 

peranan yang diberikan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan sebagai sebuah 

instansi Pemerintah Kota Medan dalam hal pelaksanaan pemberian izin bagi 

kegiatan penebangan pohon milik pemerintah Kota Medan 

B. Ala~Jan Pernilihan Judul 

Aspek juridis administrasi disini adalah suatu aspek pemberian izin 

sehingga sebuah pohon dapat ~itebang. Dengan hal uraian di atas dapat dilihat 

bahwa Iatat belakartg penelitian ini adalah: 

1. Untuk melihat bagaimana sebenrunva aspek hukum administrasi negara - ., ... ._, 

ditemukan dalam hm pemberian izin penebangan pohon, sebagaimana 

4 
Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001 , hal. 94. 
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diketahui bahwa salah satu fungsi Hukum Administrasi Negara tersebut adalah 

merupakan fungsi aparatur pemerintahan untuk melayani masyarakat. atau 

dengan kata lain bagaimana suatu sistem pemberian izin pelaksanaan izin 

penebangan pohon tersebut dilakukan oleh pemerintah, sehingga fungsi 

pemerintah melayani masyarakat dapat terpenuhi. 

2. Penulis juga dalam hal ini tertarik mengetengahkan judul di atas untuk melihat 

bagaimana sebenamya prosedur pemberian izin tersebut. 

3. Selain dua keadaan di atas' penulis juga ingin mengetahui aspek-aspek yang 

turut mendukung diberikannya izin penebangan pohon. 

C. Permasalahan 
/ 

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skiipsi maka untuk 

mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalaban yang disesuaikan 

dengan judul yang diajuka.n penulis, karena permasalahan inilah yang menjadi 

dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya. 

Adapun permasalahru1 yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah: 

1. Apakah syarat dan prosedur penebangan pohan yang dilakukan cHeh 

masyaraka~ 'sudah sesua:i detigan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah? 

2. Apakah sanksi , administratif terhadap penyalahgunaan pertebartgan pohon 

dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang 
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Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah? 

D. Hipotesa 

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas pennasalahan yang 

diajukan. "Sebelum pennasalahan·pennasalahan dibahas dalam bab per bab, maka 

pennasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam f'..lmusan hipothesa, 

karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu pennasalahan, 

maka harus diuji kebenarannya denganjalan penelitian".5 

Jadi hipo;.esa dapat diartikan jawaban setnentara yang harus diuji 

kebenarannya dal am pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang 

menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah: 

1. Syarat dan prosedur pene.bangan pohan yang dilakukan oleh masyarakat sudah 

sesuai apabil.a dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

2. Sanksi administratif terha.dap penyalahgunaart penebangan pohon dapat 

berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah apabila dipaksakan. 

5 
Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Diterbitkan Oleh 

Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3. 
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" 
E. Tujuan Pcnulisan 

Adapun tujuan penulisan ini adalah: 

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukuin Universitas Medan Area dertgan sfesifikasi Jurusan l=Iukum 

Administrasi Negara. 

2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit ilmu bagi almamater 

penulis, Universitas Medan Area dalam hal bagaimana sebenarnya 

pelaksanaan pemberian izin penebangan pohon. 
.. ... ,.a - ... 

3. Bagi masyarakat luas, penulis juga berkeinginan untuk sekedar . berbagai 

pengetahuan dan pengalaman di dalam masalah izin penebangan pohon. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk 

mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, 

dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan 

bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilrniah maupun beberapa 

literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis 

ini. 
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2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara · 

langsung di Dinas Pertamanan Kota Medan, dengan pengamatan secara 

langsung maupun mengadakan wawancara kepada yang berwenang 

memberikan informasi di instansi pemerintah tersebut. 

G. Sistematika Fenulisan 

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis 

sedemiklan ~pa, . yang ~em~at 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab 

meinpunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut : 

Bab I. PENDAHULUAN. 

Dalam bah pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam 

sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan 

Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode 

Pengumpulart Data serta Sistematika Penulisan. 

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Izin, jenis dart Berttti.k 

Izin, Pihak-Pihak Yang Berwenang Mengeluarkan Izin serta Ketentuan-

Ketentuan Mengenai Masalah Perizinan serta Kaitan Antara Izin 

Penebangan Pohon dengan Hukum Administrasi Negara. 
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:Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG POHON 

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang Pengertian Pohon, 

Jenis-Jenis Pohon, Fungsi Pohon Pada Wilayah Perkotaan, Pengaturan 

Perihal Pohon di Perkotaan. 

Bab IV. PELAKSANAAN PENGURUSAN IZIN PENEBANGAN POHON DI 

KOTA :MEDAN BERDASARKAN PERDA NO. 21 TAHUN 2002 
I 

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang : Latar Belakang 

Lahirnya Perda No. 21 Tahun 2002, Syarat dan Prosedur Penebangan 

Pohon, Fl.irtgsi Pertebangan Pohon, Sanksi Administratif Tethadap 

Penyalahgunaan Izin Penebangan Pohon. 

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalrun bab yang terakhir irti penulis akart memberikan Kesimpulan dart 

juga Saran-Saran. 

,, , , I l 
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BABII 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN 

A. Pengertian Izin 

Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencaku_: suatu pengertian 

yang sangat kompteks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan 

hukum melak:ukan sesuatu hal yang rnenurut peraturan perundang-lUlda.ngan harus 

memiliki izin. terlebih dahulu, maJca akan dapat diketahui dasar hukum dari 

izinnya tersebut. 

Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa "izin (verguning) adalah 

suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-

undang". 6 

Pada umumnya pusal undang-undang yang bcrsangkutan berbunyi : 

"Dilarang tanpa izin memasuki areal/lokasi ini". Selanjutnya larangan tersebut 
I 

diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu 

dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, 

disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-

pej abat administrasi negara yang bersangkutan. 

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa : 

"Bilamana pembuat peraturan tidak umwnnya melarang suatu perbuatan, tetapi 

6 Prajudi A<:Imosudirjo, Op.Cit, hal. 94. 
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masihjuga mernperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk 

masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang 

memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (verguning)".1 

Kata perizirtan kita peroleh atau kita dengar dan sepintas lalu kata perizinan 

mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang 

berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh 

mengemii pengertian perizinan itu tidaklah semudah apa yang kita sebutkan tadi. 

Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut. 

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan ftmgsi pengaturan dan 

bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, 

rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu 

usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan 

atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kcgiatan atau 

tindakan yang dilakukan. 

Setelah kita memahami arti daripada perizirtan maka tiinbul suatu 

pertanyaan apa yang dimaksud dengan hukum perizinan ? Hukum perizinan 

adalah : ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin atau bentuk lain yang 

berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan 

pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap 

7 
Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara lndonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2001, hal. 80. ------------------------------------------------------ 
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seseorartg, badan usaha, organisasi, LSM dan sebagainya untuk beraktivitas. 

Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai 

aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukwn perizinan ini berkaitan dengan 
il . • ' 

pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan 

termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata· 

Pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah : sebagai pembihaan 

dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang 

pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan 

organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang 

harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan. 

Jadi fungsi pemberian iz.in disini adalah fungsi pemerintah itu sendiri yang 

dilaksanakan oleh departemen sebagaim~ma tercantum dalam Pasal 3 ( 1) Kepptes 

No. 44 Tahun 1974 yang menvatakan bahwa setiap departemen menvelenggaraan 
" - . ... .... ., --

fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pe1aksanaan dan kebijaksanaan teknis, 

pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan 

kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

B. Jenis Dan Bentuk Izin 

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga 
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bahagian bentuk perizinan ( vergunning) yaitu : 

1. Lisensi, ini merupakan izi~ yang sebenarnya (Deiegenlijke). Dasar pemikiran 

mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang 

diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pertterintah, untuk 

mengadakan penertiban. Umoamanva : Izin perusahaan bioskop. ...... .. .. ., .. .. 

2.. Dispensasi, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal 

mana pembuat undartg-undang sebenarnya dahun prinsipnya tidak: bemiat 

mengadakan pengecualiaan. 

3, Konsesi, disini pemerintah menginglnkan sendiri dan menganjurkan adanya 

usaha-usaha Industri gula atau pupuk dengart memberikan fasilitas-Hisilitas 

kewenangan dan kewajiban. 

Contoh, ,: Kqnsesi p~ngol:>atan minyak bumi 

Konsesi perkebunan tebu untuk industri gula. 8 

Tujuan pemberian izin tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga agar 

jangan terjadi tugas secara liar atau tugas dokter secara liar, sebab dokter yang 

bertugas tartpa izin adalah rrterupakan praktek dokter secara liar, sebab 

tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Atau dengan kata lain untuk 

menghindari dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang dapat 

menimbulkan keresahan kepada masyarakat atau dapat merugikart keperttirigan 

8 
Muchsan, Pengantar Hukum Administrosi Negara Indonesia, Liberty, Yogyak:arta, 1982, 

hal. 12. 
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orang lain dengan tanpa hak. atau secara tidak. syah yang ditetapkan berdasakan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan oleh pejabat yang 

berwenang untuk itu. 

J adi izin adalah merupak.an ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau 

melak.ukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau 

peraturan yang berlaku untuk itu. 

Sedangkan bentuk izin adalah : 

1. Secara tertulis 

Bentuk izin secara tertulis merupak.an suatu bentuk perizinan yang dibedkail 

oleh pemerintah oleh su~hl instansi yang berwenang sesuai izin yang 

dimintak.an~ serta penuangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis 

dan ditartdatangarti oleh pihak yang berwertang di irtstansi terse but. 

2. Dengan Lisan. 

Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di 

muka umum. Bentuk izin dengan Iisan pada dasarrtya hanya dilakukan oleh 

suatu organisasi untuk melakukan ak.tivitasnya serta melaporkan ak.tivitasnya 

tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya 

berfiiilgsi sebagai suatu berttuk pelaporan semata. 

C. Pihak-Pih~k Y~ng Betwe,nang Mengeluarkan Izin 

Secara langsung pada bagian ini dapat dikatak.an pihak yang berwenang 
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mengelua.rkan izin tersebut adalah Pemerintah. Hanya saja dalam hal yang 

demikian harus dapat dilihat izin yang bagaimnakah yang dimohonkan oleh 

masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah 

yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. 

Misalnya izin keramaian atau izin mengeluarkan pendapat di muka umum, 

maka izin tersebut di dapatkan melalui kepolisian setempat dimana keramaian 

akan dlakukan. 

Dalam kajian pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka 

dasarnya yang perlu dikaji adalah kedudukan aparatur pemerintah yang melakukan 

tugasnya di bidang administrasi negara pemberian izin kepada masyarakat. 

Agar aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara 

dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan. 

Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada 

penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan kekeluasaan delegasi 

kepada pemerintah seperti Gubemur, Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar 

hukum dan atau dasar kebijaksanaan. 

Di samping keleluasaan tadi, kepada aparatur pemerintah selaku pelaksana 
I 

fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar 

pelaksanaan perbuatan-perbuatarmya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai 

"onrechtmatig overheaddaat". Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan 

hukum balk fonnil maupun materiil. Tidak boleh melampaui penyelewengan 
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kewenangan menurut undang-undang (kompetentie ). 

Adapu.a bt;ntuk-bent-uk: dari perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu . . ... 

dalam bentuk memberikan izin secara garis besar dapat dibagi atas: 

1. Perbuatan membuat peraturan 

2. Perbuatan melaksanakan peraturan. 

Sementara itu menurut Van Poelje sebagaimana dikutip Victor Situmorang 

perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan faktor (Feitlijke handeling). 

2. Berdasarkan hukum (recht handeling). 

a. Perbuatan hukum privat. 

b. Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi atas : 

1. Perbuatan hukum publik yang sepihak 

2. Perbuatan hukum publik yang berbagai pihak.9 

Kemudian ~T.ra.l'l Mus!Lrnin mengataka.ll bahwa dala.rn bidang eksekutif 

ada 2 (dua) macam tindakan/perbuatan administrasi negara/pemerintah, yakni: 

1. Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yang secara tidak langsung 

menimbulkan akibat-akibat hukum. 

2. Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yang secara langsung menimbulkart 

akibat-akibat hukum. 

Pendapat lain tentang perbuatan hukum dari admirtistrasi negara irti adalah 

9 Victor Situmorang, Op.Cil, hal. 4. 
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seperti yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo. Menurutnya perbuatan it11 

d\bagi ke dalam 4 (empat) macam perbuatan hukum administrasi negara. vakni: _.. ' ... ~ ... - ., ., 

1. Penetapan (beschiking), administrative dicretion). Sebagai perbuatan sepihak 

yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa 

(negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum 

tersebut harus sepihak (eenzijdig) dan harus bersifat administrasi negara. 

Artinya realinasi dati imatu kehendak atau keterttuan undarig-undailg secata 

nyata kasual, individual. 

2. Rencana (Planning). 

Salah saW bL:ntuk clari 'perbuatan Hukum Administrasi Negara yang 

menciptakan hubungan-hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa 

dan para warga masyarakat. 

3. Normajabatan (Concrete Normgeving). 

Merupakan suntu perbuatan hukum (rechtshandcling) dari penguasa 

administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-

undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan 

menurut keadaan waktu dan tempat. 

4. Legislasi Semu (Pseudo Weigeving). 

Adalah pencipataart dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara 

yang berwenang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman · 

pelaksanaan policy (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan 
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tetapi dipublikasikan secara rneluas. 10 

Memperhatikan batasan, ruang lingkup serta perbuatan-perbuatan dari 

Administrasi Negara di atas jelaslah bahwa Hukum Adrninistrasi Negara itu 

adalah merupakan suatu perangkat ketentuan yang mernuat sekaligus 

memberikan cara bagaimana agar o.rgan-organ di dalam suatu organisasi yang 

lazim disebut "negara" dapat melaksanakan ftmgsi dan kewenangannya demi 

terwujudnya suatu tujuan yang dikehendaki bersama. Dalam praktek kehidupan 

sehari-hari acapkali kita menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa pada saat 

kewenangan aparatur pemerintah itu direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu 

"Keputusan Pemerintah". Selnnjutnya menurut llukum Administrasi Negara 

bahwa Pemerintah itu mempunyai tugas-tugas istimewa, yakni tugas yang dapat 

D. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Masalah Perizinan. 

PckL~1jaan pcrnbcrian izin olch pernc.rintah pada dasarnya merupakan 

perbuatan hukum publik yang bersegi 1 (satu) y'mg dilakuka.: dcngan ketentuan 

yang berlaku di lingkungan instansi pemerintahan yang mengeluarkan izin 

tersebut. Sehingga membidrrakan ketentuan-ketentuan mengenai masalah 

perizinan arnat luas sekalanya karena beranekaragarnnya jenis izin yang 

dikeluarkan sesuai dengan kedudukan masing-masing instansi pemerintahan itu 

10 
Prajudi Admosoedi.rjo, Op.Cit, hal. 102. 
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sendiri. 

Tetapi meskipun demikian secara umum dapat dikatakan ketentuan

ketentuan mengenai masalah perizinan tersebut merupakan pekerjaan pemerintah 

dalam bentuk nyata (konkret) yang diwujudkan dalam perbualan mengeluarkan 

ketetapan yang mempunyai ciri konkret artinya nyata mengatur orang tertentu 

yang disebutkan identitasnya sebagai pemohon izin untuk memenuhi ketentuan

ketentuan yang ditetapkan pemerintuh agar seseorang tersebut dapat diberikan 

izin. 

Ketentuan-ketentuan yang umum diberikan dalam hal pengurusan izin 

meliputi: 

1. ldentitas pemohon 

Termasuk nama, tempat tanggallahir, serta domisili. 

2. Tujuan permohonan izin. 

Hal ini digantungkan kepada jenis yang dimohonkan, seperti IMB maka tujuan 

permohonan izin tersebut adalah agar pernohon dapat melakukan aktivitas 

kegiatan pembangunan sesuai izin yang dimohonkan. 

3. Mas a berlaku izin. 

Merupakan suatu ketetapan oleh instansi yang mengeluarkan izin terhadap 

masa berlaku objek yang dimohonkan izin. 

Dalam hal ini dapat dimisalkan pemberian izin mendirikan bangunan 

(IMB) kepada secirang tertentu yang hendak mendirikan bangunan dilakukan 
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berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Hinder Ordonantie Stb. 1926 No. 226 (Pasal 

1 ayat (1)). 

Sebagai contoh lainnya : Bouwvergunning atau izin mcndirikan bangunan 

itu diberikan berdasarkan undang-undang gangguan (hinder ordonantie) Talmn 

1926 Stb. 1926 - 226, yang mana pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan secara 

terperinci objek·objek mana tidak boleh didirikan tanpa izin dari pihak 

pemerintah, yaitu objek-objek yang dapat menirnbulkan bahaya, kerugian dan 

gangguan-gangguan bagi bangunan sekelilingnya. 

Jadi rnaksud pasal ini adalah bahwa untuk rnendirikan bangunan harus ada 

izin lebih dahulu. dari pihak pemerintah. Dengan pasal ini dapat pula dibuat 

ketentuan dalam hal pemberian izin rnendirikan bangunan bahwa bangunan 

tersebut tidak menirnbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi bangunan lain

nya. Misalnya dalam ketentuan 1MB dilarang mendirikan bengkel besi di sebelah 

hotel sebab hal itu dapat menimbulkan gangguan-gangguan kepada para pasien 

yang ada di hotel tersebut. 

Ketentuan·ketentuan tentang perizinan ini sangat menyangkut perihal 

kepentingan Hukum Adrninistrasi Negara, khususnya da1am penegakan Huk:um 

Adrninistrasi Negara. 

Tentang isi dan ruang lingkup atau lapangan Hukum Adrninistrasi Negara 

secara tegas baru pada tahun 1926 diuraikan secara konkrit oleh Van Vollen 

Hoven dalam bukunya yang berjudul : Omtrek van het administratifrecht. Setelah 
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mengadakan peninjauan yang luas tentang pembidangan hukum terutama di 

negara-negara -Perancis) Jerman dan Amerika, Van Vollen Hoven telah 

menggambarkan suatu skema mengenai Hukum administrasi Negara di dalam 

kerangka Hukum seluruhnya. BerdasarkWl kesimpulan tersebut yang kemudian 

terkenal dengan sebutan " Redidu Theorie ", Van Vollenhoven dalam skemanya 

itu menyajikan pembandingan seluruh materi hukum tersebut sebagai berikut : 

1. Straatrech (materiel)/Hukum Tata Negara Material) meliputi: 

a. Bestuur (pemerintahan). 

b. Reschtspraak (peradilan). 

c. Politie (kepolisian). 

d. Regeling (penmdang-untlangan). 

2. Burgelijkerecht (material/I-lul'llm Perdata materiel). 

3. Strarecht (Materiel/Hukum Pidana Materiel). 

4. Administratirfrecht (materiel dan formil), meliputi: 

a. Bestturrecht (Hukum pemerintahan). 

b. Justitiefrecht (Hukum peradilan) yang meliputi : 

Staatrechterlijke rechspleging/preadilan tata negara. 

- Administratief rechtpleging/Peradilan administrasi N egara. 

- Burgelijke rechtpleging!IIukum Acara Perdata. 

Staatrecht/Hukum Negara 

c. Politier.:.;'~htfllu1mm Kepulisian. 
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mengadakan peninjauan yang luas tentang pembidangan hukum terutama di 

negara·negara -Perancis, Jerman dan Amerika, Van Vollen Hoven telah 

menggambarkan suatu skema mengenai Hukurn administrasi Negara di dalam 

kerangka Hukum seluruhnya. Berdasarkan keshnpulart tersebut yang kemudian 

terkenal dengan sebutan " Redidu Theorie ", Van Vollenhoven dalam skemanya 

itu menyajikan pembandingan seluruh materi hukum tersebut sebagai berikut : 

1. Straatrech (materiel)/Huk:Um Tata Negara Material, meliputi : 

a. Bestuur (pemerintahan). 

b. Reschtspraak (peradilan). 

c. Politie (kepolisian). 

d. Regeling (perundang-undangan). 

2. Burgelijkerecht (material/Hukum Perdata materiel) . . 

3. Stntrecht (Materiel/liuk.llm Pidana Materiel). 

4. Administratirfrecht (materiel dan formil), meliputi: 

a. Bestturrecht (Hukum pemerintahan). 

b. Justitiefrecht (Hukum peradilan) yang rtieliputi : 

Staatrechterlijke rechspleging/preadilan tata negara. 

• Administratief rechtpleging/Peradilan administrasi Negara. 

• :Burgelijke rechtplegirtg/I!ukum Acara Perdata. 

Staatrecht/Hukum Negara 

c. Politierecht/Hukum Kepolisian. 
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d d II d. Regellarsrecht!Hukurn }~roses penm ang-un angan. 

Kemudia..rt menurut Praj!.!di Atmosudirjo, bahwa untuk keperluan studi 

ilmiah, maka ruang lingkup studi 1-Iukum Administrasi Negara meliputi: 

1. Hukum tentang dasar-dasar dru1 prinsip-prinsip umum daripada Administrasi 

Negara (Grondbeginelen en grondbegrippen). 

2. Hukum tcntang organisasi dmi Administasi Negara. 

3. Hukum mengenai akt!vitas-aktivitas dari administTasi negara, terutama yang 

bersifat juridis. 

4. Hukum tentang sarana.-sar:ma dm-i administrasi negara, terutama mengenai 

kepegawaian ncgara dan keuangan negara. 

5. Hukurn administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi : 

a. Hukum administrasi kepegawaian 

b. Hukum administmsi keuangan 

c. Hukum Administmsi pcrusahaan negara/daerah. 12 

Pada uraian di atas penulis sudah menggambarkan pengertian hukum 

administrasi negara dan juga ruang Jingkup hukum administrasi negara. Hanya 

saja dcngan menggambarkan kedua pokok bahasan tersebut belumlah dapat 

ditangkap esensi dari keberadaan adrninistrasi negara bi!a tidak diikuti dengan 

penjelasan perbuatan-perbuatan dari administrasi negara, terutama yang 

berdimensi yuridis. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu ciri dari 

II Victor Situmorang, Op.Cit, hol. n-24. 
12 Ibid, hal. 25. ----------------------------------------------------- 
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administrasi negara itu adalah merupakan suatu "fungsi" aparatur pemetintah 

sebagai suatu organisasi yang menyelenggarakan kepentingan umum. Bila 

kepentingan wnum ini kita misalkan saja tentang penanganan masalah 

ketenagakerjaan seperti yung dilakUkan oleh Kantor Departemen Tenaga Ketja, 

maka disitu kelihatan bahwa pada pokoknya pelaksan.aan tugas penanganan 

masalah ketenagakerjaan tadi adalah merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip 

dasar dari Hukum Administrasi Negara. Oleh karena itu mata rantai tentang 

pengertian atau pemahaman terhadap hukum administrasi negara itu semakin jelas. 

Berikut ini penulis mencoba memberikan gambaran sampai sejauhmana 

keleh.iasaan dari pelak.sanaan fungsi aparatur Pemerintah sebagai salah satu esensi 

dari Hukum Administrasi itu sendiri. 

Agar aparatur pemerintah sebagai bagiart dari unsur administrasi negara 

dapat melaksanak:an fungsinya, malca kepadanya harus diberikan keleluasaan. 

Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada 

penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan kekeluasaan delegasi 

kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar 

hukum dan atau dasar kebijaks81_1aan. 

Di samping keleluasaan tadi, kepada aparatur pemerintah selaku pelaksarta 

fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar 

pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai " 

onrechtmatig overheaddaat ". Setidaknya perbuatart itu tidak boleh melawan 
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hukum baik formil maupun materia. Tida.k boleh melampaui penyelewengan 

kewenangan menurut undang-undang (kornpetentie ). 

Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negara!Pemerintah itu 

secara garis besar dapat dibagi atas : 

1. Perbuatan membuat peraturan 

2. Perbuatan melaksanakan peraturan. 

Semen tara itu menurut Van Poelje perbuatan administrasi 

negara/Pemerintah itu adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan faktor (Feitlijke handeling). 

2. Betdasarkart hukuni (recht handeling). 

a. Perbuatan hukum privat. 

b. Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi atas : 

1) Perbuatan hukum publik yang sepihak 

2) Perbuatan hukum publik yang berbagai pihak. 

Kemudian Amrah :tvluslimin mengatakan bahwa dalam bidang eksekutif 

ada 2 (dua) macam tindakan/perbuatan administrasi negara/pemerintah, yakni: 

1. Tindakan-tindakan I perbuatan-perbuatan yang secara tidak langsung 
,, . . . 

menimbulkan akibat-akibat hukum. 

2. Tindakan-tindakan/perbuatart-perbuatart yang secara langsung menimbulkan 

akibat-akibat hukum. 
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Pendapat lain tentang perbuatan hukum dari administrasi negara ini adalah 

seperti yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo. Menurutnya perbuatan itu 

dibagi ke dalam 4 (empat) macam perbuatan hukum administrasi negara, yakni: 

1. Penetapan (beschiking), administrative dicretion). Sebagai perbuatan sepihak 

yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa 

(negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum 

tersebut harus sepihak (eenzijdig) dan harus bersifat administrasi negara. 

Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara 

nyata kasual, individual. 

2. Rencana (Planning). 

Salah satu bentuk dari perbuatan Hukum Administrasi Negara yang 

menciptakan hubungan-hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa 

dan para warga masyarakat. 

3. Normajabatan (Concrete Normgeving). 

Merupakan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) dari penguasa 
I 

administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu keterttuan undartg-

undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan 

rnenurut keadaan waktu dan tempat. 

4. Legislasi Semu (Pseudo Wetgeving). 

Adalah pencipataan darl atui-an-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara 

yang berwenang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman 
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,, 

pelaksanaan policy (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akart 

tetapi dipublikasikan secara meluas. 13 . . 
Mernperhatikan batasan, ruang lingkup serta perbuatan-perbuatan dari 

Administrasi Negata di atas jelaslah bahwa Htikurn Adrninistrasi Negara itu 

adaJ.ah rnerupakan suatu perangkat ketentuan yang mernuat sekaligus memberikan 

cara bagaimaria agar organ-organ di dalam suatu organisasi yang lazim disebut 

"negara" dapat melak.sanakan fungsi dan kewenartgannya demi terwujudnya stiatu 

tujuan yang dikehendaki bers~a. Dalam praktek kehidupan sehari-hari acapkali 

kita menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa pada saat kewenangan · aparatur 

pemerintah itu direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu "Keputusan Pemerin-

tab". Selanjutnya menurut Hukum Administrasi Negara bahwa Pemerin-tah itu 

mempunyai tugas-tugas istimewa, yakni tugas yang dapat dirumuskan secara 

singkat sebagai suatu tugas "Penyelenggaraan Kepentingan Umum". 

E. Kaitan Antara Izin Penebangan Pohon Dengan Hukum Administrasi Negara 

Secara lan~sung pada bagian ini akan diberikan uraian tentang kaitan 

antara izin penebangan pohon dengan Hukum Administrasi Negara yaitu: 

1. Menjamin kepastian hukum di bidang tertib administrasi 

Masalah kepastian hukum di bidang tertib administrasi itu menyangkut 

masalah bentuk dari hukum yang diberlakukan. Bentuk hukwn yang tertulis 

13 Ibid, hal. 102. ----------------------------------------------------- 
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disebut perundang-undangan dan bentuk hukum yang tidak tertulis disebut hukum 

adat dan hukum kebiasaan. Dalam bidang penebangan pohon ini maka peraturan 

yang mengatumya sudah jelas ada yaitu Peraturan Daerah Kota Medan No. 21 

Tahun 2002 tenta.ng Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dengan tertulisrtya 

ketentuan dalam bentuk peraturan daerah tersebut maka secara langsung akan 
& ~ ""' 

mernbawa kepastian hukum di bidang penebangan pohon. Dengan adanya 

kepastian hukuin tersebut maka orang tidak akan mencati atau rriertgada-adakan 

sebuah peraturan dengan mencari hubungru1 yang tidak sempurna terhadap tertib 
-tl • . ' .. ,j 

administrasi di bidang pelaksanaan penebangan pohon. 

V art Apeldoom sebagaimana dikutip oleh Deddy mengatakan : 

Pengertian kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama berarti seal dapat 
ditentukannya (bepaaldbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Pihak
pihak yang mencari keadilan ingin mentehaui apakah yang menjadi 
h"'~'""•nua d""'"m h"1 "aD"' 1'.1""U" ,.,.l.,g'"m :,.. ....... ,.......,,., .... : SU"hU P"'"k"'"" v,.. ... ,.. 1 ·UI\.W.lll J <lldU 1 <ll J lt, JU U.') ;:,, ;)vUvlWl l<l UlvHlULGU Cl~ vi dld, 1 CLUb 

kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi 
para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. 14 

Jadi, pada dasarnya kepastian hukum itu berarti pertama, dapat ditentukan 

hukumnya (hukum tertulis) dalam hal-hal yang konkret tertentu, misalnya perihal 

pengaturan penebangan pohon, khususnya dalam hal menetapkan aturan main bagi 

pihak-pihak yartg akan menebang pohon miliki Pemerintah Daerah. Kedua untuk 

mencegah timbulnya perbuatan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh 

siapapun juga term~uk oleh pemerintah yang berwenang melakukan memberikan 

14 
Deddy Supriady Bratakusumah, Penye/enggaraan Kewenangan da/r:m Konteks Otonomi 

Daerah, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000, hal. 46. ----------------------------------------------------- 
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izin bagi orang perseorang/perusahaan yang melakukan aktivit8.snya dan 

hubungannya dengan penebangan pohon. 

Yang dirnaksud dengan keadilan hukum adalah keadilan yang telah 

ditentukan oleh perundang-undangan dan peraturan tettulis, seperti misalnya, 

keadilan di bidang kepariwisata.an yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 9 

Tahun 1990 Te:ntang Kepariwisataan. Pemerintah harus dapat berperan positifbagi 

kesejahteraan serta teijaminnya kualitas persaingan di bidang kepariwisatarut atas 

diberikannya izin bagi sebuah hotel yang secara langsung maupun tidak langsung 

dalam beroperasi dapat merusakkan persaingan dalam bidang kepariwisataan. 

3. Itukum Administrasi Negara berperan ganda, sebagai pedoman dan 

ukuran. 

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai pedoman artinya sebagai 

petunjuk bagi perilaku manusia, yaitu menunjuk ke arah perilaku yang baik dan 

benar. Sebagai kajian dalam bidang penebangan pohon, misaJnya Peraturan 

Daerah Kota Medan No. 2"1 tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah sebagaimana diterangkan di dalamnya bahwa pelaksanaan penebangan 

pohon dapat dikenakan retribusi kekayaan daerah selama pohon yang ditebang 

adalah miliki pemerintah daerah. 
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Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai ukuran, maksudnya Uiltuk 

menilai apakah pelaksanaan pemberian izin bagi usaha yang yang berdampak 

besar mengakibatkan kerusakan lingkungan dilakukan secara benar atau salah, 

maka dipakailah sebagai ukurannya adalah Peraturan Daerah Kota Medan No. 21 

Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang berisikan 

syarat-syarat yang hams dipenuhi oleh orang perorang atau suatu badan usaha 

untuk memperoleh izin melakukan aktivitasnya yang dikeluarkan oleh perherintah. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Binasar Panjaitan - Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Izin Penebangan Pohon ....



31 

,, 

BADlll 

TINJAUAN UMUIVI TENTANG POHON 

A. Pengertian Pohon 

Pohon atau juga pokok ialah tumbuhan dengan batang dan cabang yang 

berkayu. Pohon memiliki batang utama yang tumbuh tegak, menopang tajuk 

pohon. Pohon dibedakan dari semak melalui penampilannya. Semakjuga memiliki 

batang berkayu. tetapi tidak tumbuh tegak. Dengan demikian, pisang bukanlah 

pohon sejati karena tidak memiliki batang sejati yang berkayu. Jenis-jenis mawar 

hias lebih tepat disebut semak daripada pohon karena batangnya walaupun 

berkayu tidak berdiri tegak dan habitusnya cenderung menyebar menutup 

permukaan tanah. 15 

Batang merupakan bagian utama pohon dan menjadi penghubung utama 

antara bagian akar, sebagai pengumpul air dan mineral, dan bagian tajuk pohon 

(canopy), sebagai pusat pengolahan masukan energi (produksi gula dan 

bereproduksi). Cabang adalah juga batang, tetapi berukuran lebih kecil dari 

berfungsi memperluas ruang bagi pertwnbuhan daun sehingga mendapat lebih 

banyak cahaya matahari dan juga menekan tumbuhan pesaing di sekitarnya. 

Batang diliputi dengan kulit yang melindungi batang dari kerusakan. 16 

15 
Wikipedia Indonesia, "pohon", http://id.wikipedia.org/wiki/Pohon, Diakses tanggal 28 

Agustus 2010. 
16 Ibid. 
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Dalam bahasa sehari-hari, pengertian pohon agak lebih luas, yang dalam 

botani disebut "pohon semu". Contoh paling umum dari kasus ini adalah "pohon" 

pisang. 

Pohon adalah kehidupan. Ungkapan tersebut sangat pas menggambarkart 

posisi pohon di alam ini. Pohon menghasilkan banyak manfaat bagi mahluk hidup 

lainnya. Pohon menjaga keseimbangan lingkungan. Terbayang, jika tidak ada 

pohon, alam i~i pa~ti gers~g· dan panas. 17 

Sebelum lebih jauh membahas tentang pohon, ada baiknya kita memahami 

pengertian pohon. Menurut batasan yang umum, pohon adalah tumbuhan yang 

batangnya berkayu dan bercabang. Batang pohon utama berdiri dan berukuran 

lebih besar dibanding cabang-cabangnya. Banyak tumbuhan yang berdaun, namun 

tidak termasuk ke dalam kategori pohon. Ada juga tumbuhan berbatang kayu tapi 

tidak meninggi, malah cenderung menyebar menutupi tanah. Inilah yang disebut 

dengan tumbuhan perdu. Mawar, Ivtelati adalah contohnya. Ada juga jenis 

tumbuhan yang disebut pohon semu. Tumbuhan ini berbatang dan tumbuh tinggi, 

namun batang tersebut tidak berkayu. Contoh tumbuhan ini adalah pohon pisang 

dan pepaya. 

Menurut ekologist, orang yang ahli di bidang ekologi, definisi pohon 

adalah suatu organisme dari komponen ekosistem yang berinteraksi satu dengan 

yang lainnva. serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Karenanva. pohon 
., - • , .& .& - - - .. ., ~ ... 

55. 

17 NHT Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlan~a, Jakarta, 2002, hal. 
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yang tumbuh di satu tempat, berbeda dengan pohon yang tumbuh di tempat 

lainnya. Batang pohon yang ukurannya paling besar adalah penghubung utama 

antara akar dengan tajuk pohon. Dari akar tersebut, batang pohon dengan lapisan 

kulit bernama kambium menyalurkan air dan mineral ke tajuk pohon atau kanopi. 

Setelah diolah dari kanopi asupan air dan mineral yang telah diolah disebarkan ke 

seluruh bagian pohon melalui cabang-cabang. Sementara, daun yang berisi klorofil 

bertugas menyerap sirtar matahari untuk mertgolah menjadi ertergi dart gula. 

Ketika berbunga dan kemudian menjadi penyerbukan, hasil penyerbukan tersebut 

kemudia di simpan dalam buah. Dan buah-buah itulah yang kemudian dinikmati 

oleh manusia.18 

Kumpula.l! pohon ala.rni adalah hutan. Di dalanmya ba.l!yak sekali terdapat 

jenis pohon dan bisa mencapai hingga 4000 pohon. Sebelum tahun 2000, hutan 

Indonesia dianggap paru-paaru dunia katena hutartnya yang masih banyak. Konon, 

lebih dari 67% hutan dunia itu telah berada di wilayah Indonesia. NamWl sayang, 

karena ada orang-orang yang tidak bertanggWig jawab, hutan Indonesia banyak 

dihilangkan dalam kurun waktu yang begitu singkat. 19 

B. Jenis-Jenis Pohon 

Membicarakan jenis-jenis pohon ini maka amat sangat luas sekali meliputi 

18 
lin Aryani, "Manfaat Pohon", http://i/m ucerdas. wordpress.comlprofi/laneka-manfaat

pohonl, Diakses tanggal28 Agustus 2010 
19 

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkunga11, Gadjah Mada University Press, 
Jakarta, 2004, hal. 81. ----------------------------------------------------- 

© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Binasar Panjaitan - Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Izin Penebangan Pohon ....



34 

seluruh pohon yang ada di muka bumi. Oleh sebab itu malca dalam penulisan 

skripsi ini jenis-jenis pohon tersebut dibatasi pada jenis-jenis pohon yang 

memiliki spesifikasi tertentu dan hidup di Indonesia. Adapun 1enis-jenis pohon 

tersebut adalah: 

1. Pohon yang menghasikan getah-getahan, damarlkopal : 

a. Balam merah (Palaqium gutra) 

b. Damar I Kopal (Aghatis labillardieri) 

c. Jelutung (Dyera) 

d. Hangkang (Palaqium leiocarpum) 

e. Kapur barus (Dryobalancops camphora) 

f. Kemeny an (Styrac) 

g. Kerning (minyak) (Dipterrocarpus) 

h. Ketiau (Ganua Motleyana) 

i. Mata kucing (damar). 

2. Pohon yang menghasikan buah : 

a. Balam suntai (Palaqiuin walsurifolfum) 

b. Jambu monyet (Palaqium burckii) 

c. Durian (Durio zibethinus) 

d. Kemiti (Aleuritas 1noluccdna) 

e. Enau (Arenga pinnata) 

3. Pohon yang menghasikan kulit kayu, zat warna : 

,, 
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a. Mata buta, garu (Exoecaria agallocha) 

b. Honggi, saya (jvfyristica argentia) 

c. Kayu kuning ( Cudrarda) 

d. Kayu manis ( Cirmamomum burmanii) 

e. Kayu sepang ( Caesalpinia sappan) 

f. Kulit lawang ( Cinnamomwn cullilawan) 

g. Massoi ( Crytocaria massri). 

4. Pohon yang menghasikan kayu I batang : 

a. Bayur (Pterosparmum) 

b. Belian I ulin (Eusidexylon zwageri) 

c. Eucalyptus (Eucalyptus) 

d. Imba (Azaderachta indica) 

e. Ipil (Intsia amboinensis) 

f. Kayu hitam (Diospyro.\) 

g. Ketimunan (Timunius sericcus) 

h. Kulin, lcayu bawang (Scorodocarpus borneensis) 

1. Purnamasada ( Coerdia subcordata) 

J. Sawokecik (lvfanilkara kauki) 

k. Sonokcling (Dalbergia latifolia) 

1. Suren (Toona sinensis) 

I 

m. Taker, benuang (Duabanga moluccana) 
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n. Tembesu CFagraea fragans) 

o. Cendana (Santalum album) 

p. Trenggulun (Protium javanicum). 

5. J enis meranti : 

a. Meranti penghasil (Shorea stenoptera Burck) 
" . 

b. Buah tengkawang (Shorea stenoptera Burck. 20 

C. Fungsi Pohon Pada Wilayah Perkotaan 

Dari zaman purba hingga sekarang pohon banyak memberi manfaat bagi 

kehidupan manusia. Baik manfaat langsung atau manfaat tidak langsung : artinya 

perlu diproses terlebih dahulu. Jika dihitung pasti akan kerepotan. Karena 

memang teramat sangat banyak. Pokoknya ada berjuta manfaat pohon bagi 

manusia. Ada beberapa fungsi pohon secara umum bagi manusia yaitu: 

1. Buah yang Manis Hingga yang Asam 

Manfaat utama dari pohon buat manusia adalah buahnya. Selain enak juga 

sumber vitamin untuk tubuh. Dimana-mana kita Hhat orang menjual buah-buahan, 

dari yang dijadikan dengan pikulan, warung-warung kecil sampai toko-toko besar 

mewah her ac. Memang buah-buahan sangat laku. Bukan Cuma yang lokal tapi 

juga yang import. Buah-buahan yang standard yang ada sepanjang musim adalah 

20 Moh. Soerjani dkk, Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam 
Pembangunan, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 25. 
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pisang, jeruk dan apel. Lalu ada buah musiman seperti rambutan, mangga, duku, 

durian, nangka, belimbing dan masih banyak lagi. Kita pun sudah terbiasa dengan 

buah-buahan import seperti kiwi, pear, peach, dan strawberry. Buah-buahan 

I 

memiliki aneka rasa. Mulai dari yang manis, asam, hingga campuran keduanya. 

Secara fisik, buah-buahan memiliki kulit luar yang tebal dan keras. Kulit 

luar ini untuk melindungi isi buah yang lebih lembut atau bahkan berair. Selain 

dapat dimakan langsung. Buah juga bisa dinikmati setelah diolah terlebih dahulu. 

Buah bisa dibuat manisan, sirup, selai, bahkan gula. Buah juga bisa menjadi 

bumbu tambahan untuk aneka masakan lauk pauk. Jeruk limau disambal. Jeruk 

nipis atau belimbing untuk campuran soto dan masakan ikan adalah beberapa 

contoh diantaranya. Bisa juga digoreng seperti pisang, cempedak atau sukun. 

2. Dari Akar Hingga Getah Pohon bisa Jadi Obat 

Selain I p1anfaat di ~tas, I pohon juga bisa digunakan sebagai obat. Dengan 

kata lain, pohon-pohon tertentu atau bagian pohon bisa berguna bagi kesehatan 

manusia. Pengobatan tradisional masyarakat Indonesia bahan bakunya diambil 

dari pohon. Kulit, akar, daun, buah, bahkan batang pohonnya. Pil kina dibuat darl 

kulit pohon. Daun jambu biji penyembuh diare, buah belimbing untuk 

menurunkan tekanan darah. Buah mahkota dewa dipercaya sangat bermanfaat 

sebagai obat berbagai penyakit, antara lain sebagai anthistamin penangkal energi. 

Akar pohon mengkudu atau disebut juga pace, temyata bisa untuk menyembuhkan 

sakit gigi. Akar pohon direbus kemudian ambil air nya m1tuk berkumur-kumur. 
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Getah pohon tertentu bisa dipakai menghentikan pendarahan. Oetah pohon 

kamboja mengandung zat fuvoplumierin untuk mencegah pertumbuhan bakteri 

pada luka, mengobati gusi bengkak, serta gigi berlubang. Obat-obatan tradisional 

ini sedang menjalani penelitian farmakologi. Sebab walaupun manfaatrtya sudah 

terbukti belum teruji secara klinis. 

3. Pohon Penghasil Min yak 

Saat ini dunia sedang mencari sumber bahan bakar baru selain fosil. Salah 

satu yang seda.ng dikembangkan sekarang adalah pohon jarak. Jarak pagar 

Jatropha Curcas kini banyak dibudidayakan untuk diambil buahnya. Sebab biji 

buah jarak temyata bisa menghasilkan minyak. Para peneliti dari Institut 

Teknologi Bandung (ITB) menyebutkan bahwa energi minyak jarak setara dengan 
I 

solar. Kini beberapa pihak telah mencoba minyak jarak sebagai pengganti BBm 

setelah melalui beberapa proses. 

Begitu juga dengan minyak atsiri yang dihasilkan dari batang dan daun pohon 

pala. Minyak ini digunakan dalam industri makanan kaleng, minuman dan 

kosmetik. Lalu, siapa yang tak k~nal minyak kayu putih. Ini hasil dari pohon 

Melaleuca Leucadendra stn. M. Leucadendron, baik daun dan batangnya semua 

dimanfaatkan. 

4. Perkakas Rumah Tangga 

Manfaat terbesar lainnya dari sebuah pohon adalah kayu. Kayu pohon banyak 

,, 
1 , ~ 
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dibuat peralatan dan perabot rumah tangga. Kursi, lemari, meja dan tempat tidur 

yang berkwalitas baik dibuat dari kayu jati. Selain itu ada juga kayu sungkai, Jati 

Belanda atau kayu sengon. Dalam membangun rumah, kayu punjadi bahan utama. 

Dibuat kusen, pintu jendela kerangka rumah, kuda-kuda dan wuwungart atap. Ada 

kayu yang sifatnya keras, sep~rti kayu besi Maluku Eusideroxylon Zwageri dan 

kayu besi Kalimantan. Tak lapuk oleh air, semakin lama semakin keras. Di 

Sulawesi di mana ada budaya pembuatan kapal, ada pohon bitti vitek yang 

dijadikan bahan dasar perahu. Kayu pohon ini sangat kokoh dan bentuknya tidak 

berubah, meski terkena air atau sinar matahari. 

5. Nlanfaat-Manfaat Unik Pohon 

Pohon juga memiliki manfaat yang tergolong unik. Disebut unik karena 

manfaat ini hanya berlaku di masyarakat tertentu. Satu keunikan adalah manfaat 

pohon sebagai bahan dasar pewama kain. Bagi masyarakat Cina atau tnasynrakut 

yang beragama Budha pohon nangka dan pohon cempedak begitu berarti. Kayu 

pohon ini jika dibelah memang berwarna kuning. Ternyata setelah diolah cairan 

dari kayu tersebut digunakan untuk mewarnai jubah para pendeta Budha. Di 

Indonesia sendiri batik aslinya memakai pewarna alam yang berasal dari tanaman, 

bisa menghasilkan warna merah, biru dan hijau. 

Sedangkan fungsi pohon bagi wilayah perkotaart tidaklah betbeda dari 

fungsi pohon secara umum. Penanaman oohon di dalam kota sebenarnva memiliki -· ... .... ., 

arti yang sangat penting bagi lingkungan. Kehadiran pepohonan atau tumbuhan di 
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nienghalangi pancaran radiasi bumi yang dikembalikan ke atrrtosfer setelah 

pancaran surya berhenti memancarkan sinarnya atau pada malam hari. 22 

Dampak atas peningkatan kadar C02 ini akan menghangatkan bumi dan 
·i' . . . f 

akibatnya suhu di permukaan bumi meningkat. Itulah sebabnya mengapa udara di 

perkotaan lebih panas atau udara di ruang-ruang terbuka tanpa pepohonan lebih 

panas daripada ruang yang ada pepohonannya. Akibatnya warga kota memiliki 

peluang yang besat untuk terkena stress dan mengirtdap pertyakit tertentu. 

Gas C02, sebagai salah satu penyebab utama panas di atmosfer itu dapat 

bertahan bertahun-tahun hila tidak larut dalam air hujan atau diserap pepohonan 

untuk diproses dalam proses foto sentesis. Dengan klorotll yang dimiliki 

pepohonan, maka C02 akan dis.erap dan diolah untuk selanjutnya dikeluarkan lagi 

dalam bentuk 02 yang sangat dibutuhkan manusia. Oleh karena itulah keberadaan 

pohon peneduh di sepanjang jalan perkotaan sang at pertting. 

Belum banvak terfikirkan untuk memanfaatkan nilai ekonomis dari oohon-. . 
pohon penghijauan di wilayah perkotaan. Dengan mencoba menerapkan konsep 

jarak tanam dan regenerasi pada penanaman kiri kanan jalan protokol mtitigkin 

dapat dipanen pohon-pohon tersebut pada jangka waktu tertentu, sehingga nilai 

ekonomisnya akan muncul. 

Contoh kasus seperti sekarang ini yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota 

Medan yaitu menanam pohon Mahoni. Pohon ini memiliki fungsi manfaat yang 

22 
Winarso Oki, A/am Sekitar Manusia, Sinar Grafika. Jakarta, 2006, hjal. 78. 
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cukup banyak. Di samping daunnya yang disukai ternak juga batang kayunya yang 

baik untuk kayu pertukangan. Biasanya di beberapa industri, kayu ini digunakan 

untuk bahan baku pembuatan daun pintu yang berkualitas ekspor. 

Pohon Mahoni ini di sepanjang jalart protokol misalnya ditartatri dengan 

jarak 30 meter. Setelah pohon agak besar (diameter batang mencapai 20 em) 

ditanam lagi bibit yang baru di antara kedua pohon terse but, sehingga jarak tanam 

keseluruhan adalah setiap 15 meter. Pada 15 meter pertama terdapat pohon yang 

besar, 15 meter kemudian bibit yang baru ditanam dan begitu seterusnya 

sepanjang jalan. 

llegitu pohon yang terdahulu sudah mencapai diamter siap tebang, maka 

dilakukan pemanenan. Saat pohon yang besar dipanen, bibit yang ditanam di 

antaranya diharapkan sudah mulai besar dan sudah dapat rnenggantikan fungsi 

pohon yang dipanen. Pemanenan pohon yang besar ini dilanjutkan dertgan 

penanaman kembali sehingga kesinan1bungan fungsi akan terus tetjamin. 

Pemanenan pohon-pohon ini di samping memperoleh manfaat ekonomi 

juga untuk menjaga lingk.ungan sekitar pohon itu sendiri, karena pohon-pohon 

yang terlalu besar biasanya pada batangnya akan terbentuk lubang di bagian 

tengah yang biasa disebut growong. 

Secara kasat mata growong ini tidak terlihat dari luar. Pohort yang growong 

kekuatannya sangat berkurang, sehingga apabila hujan yang disertai angin 

kencang kemungkinan akan tumbang. Untuk mencegah hal tersebut, alangkah 
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baiknya dilakukan penebangan _lebih dahulu dan dilakukan regenerasi. 

Pohon-pohon yang besar juga akan membentuk tajuk yang besar dan 

cenderung rapat, sehingga apabila mendapat terpaan angin kencang dan kondisi 

perakaranrtya tidak kuat, akar akan tercabut dWl pohon tumbang. Karena itu, 

dalam kondisi pohon belum masa tebang cukup dengan melakuk.Wl pemWlgkasan 

cabang untuk mengurangi kuatnya terpaan. angin. 

Untuk dapat mengambil nilai ekonomis yang optimal, perlu keseriusan 

dalam penanaman ini, apalagi kondisi tanah di sepanjang jalan itu berupa tanah 

marginal. Diperlukan introduksi tcknologi untuk mengubah tanah _ tersebut 

sehingga dapat mendukung pertumbuhan pohon secara optimal. 

Pemupukan dan teknik budidaya yang benar mutlak diperlukan. Hal ini 

berarti ada alokasi biaya pemeliharaan yang harus disediakan apabila 

menghendaki kegiatan ini bukan sekadar asal tanam, tetapi mengusahakan agar 

pohon penghijauan ini benar-benar hidup dan bermanfaat maksimal. 

Untuk lebih memudahkan koordinasi dan tanggung jawab pemeliharaan, 

mungkin dapat diploting dalam bentuk satuan pengelolaan per kelurahan. Setiap 
I 

kelurahan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan pohon penghijauan di 

daerahnya. Biaya pemeliharaan juga diserahkan kep1:tda kelurahan sedangkan 

teknis budidaya dibantu oleh instansi terkait. Jika memungkinkan dapat dilakukan 

Iomba keberhasilan penghijauan antarkelurahan nantinya, sehingga lebih memacu 

motivasi kerja. 
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Hal lqjn y~ng dapat d}lakukan untuk memacu motivasi kerja ini adalah 

dengan memberikan otoritas kepada kelurahan untuk memanfaatkan nilai 

ekonomis pohon-pohon tersebut. Artinya nilai ekonomis dari pohon-pohon 

tersebut akan masuk dalam anggaran penerimaan kelurahan yang dapat digunakan 

untuk pembangunan d.i kclurahan tcrsebut. 

D. Pengaturan Perihal Pohon di Perkotaan 

Pembangunan kota sering dicenninkan oleh adanya perkembangan fisik 

kota yang lebih banyak dit-entukan oleh sarana dan prasarana yang ada. 

Pembangunan kota pada masa lalu sa.rrtpai sekarang cenderung untuk 

meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan 

bertumbuhan banyak dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan 

permukiman, kawasan industri, jaringan transportac;i Galan, jembatan, terminal) 

serta sarana dan prasurana kota lainnya. 

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, 

namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan 

secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan 

perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan 

ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, 

pencemaran udara ( seperti meningkatnya kadar karbonmonoksida, ozon, 

karbondioksida, oksida nitrogen, belerang, dan debu), menurunnya air tanah dan 
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petmukaan tanah, b2njir atau genangan, instrusi air laut, meningkatnya kandungan 

logam berat dalam ai1r tanah. 

Keadaan terse but menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan 

lingkungan-nya menjadi tidal~ harmonis. Menyadari ketidakharmonisan tersebut 

dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha

usaha untuk menata dan mcrnperbaiki lingkungan melalui pcngaturan pohon di 

wilayah perkotaan. 

Untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan pohon di wilayah 

perkotaan ma'!:a hd yang ·sa.Egat penting dalam hal ini adalah diaturnya perihal 

keberadaan pohon di wilayah perkoataan dalam peraturan perurtdartg-undartgan. 

Adapun dasar pengaturan perihal pohon di perkotaan dapat dilihat dari uraian 

berikut ini yaitu: 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan 

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya. 

4. Undarig-undang Nomor 4 Tahw1 1992 tentang Perumahan dan Permukinian. 

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations 
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Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Keija 

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). 

7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . 

9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 terttang Pelaksanaart Hak dan 

Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam 

Penataan ~_uang. . . ' 

11. Petaturan Pemerintah Nonior 47 Tahun 1997 terttang Rencana Tata Rtiang 

Wilayah Nasional. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah. Otortom. 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata lltitan dart 

Penyusunan Rencana Pengelolaan. Rutan, Pemanfaatan Rutan dan Penggunaan 

Kawasan Rutan 

15. Peraturan Pemerirttah Nomor 35 Tahtirt 2002 terttang Dana Reboisasi. 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Rutan Kota. 

17. Beberapa peraturan daerah yang diterbitkan oleh masiang-masing daerah. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

58 

1. Syarat dan prosedur penebangan pohan yang dilakukan oleh masyarakat sudah 

sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 adalah: 

a. S urat permohonan yang bersangkutan. 

b. Foto copy KTP yang bersangkutan. 

c. Foto pohon yang akan ditebang 

d. Surat keterangan dari Lurah tempat pohon akan ditebang, 

e. Denah lokasi pohon yang akan ditcbang. 

f. Foto copy izin mendirikan bangunan dari Dinas Tata Kota dan Tata 

Bangunan Kota Medan. 

g. Surat keterangan penutupan parit dari Dinas Bina Marga I<.ota Medan. 

2. Sanksi administratif terhadap penyalahgunaan penebangan pohon dapat 

berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 karena setiap 

pelanggaran yang dilakukan terus dilakukan penagihan oleh Pemerintah Kota 

Medan. 
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B. Saran 

1. Untuk terselenggaranya dengan baik tujuan pemberian izin penebangan pohon, 

maka diharapkan kepada para aparat pemerintah yang terlibat dalam 

pembinaan dan pengawasan surat izin penebangan pohon, untuk lebih 

ditingkatkan pengawasan agar kepentingan masyarakat maupun badan usaha 

... 
dapat dilindungi. 

2. Agar pemerintah dapat menindak dengan tegas setiap orang atau badan tisaha 

yang melakukan tindakan penyimpangan dari ketentuan Undang-undang atau 

kode etik pelaksanaan penebangan pohon, sebab hal ini dapat menimbulkan 

kerugian kepada Pemerintah Daerah 

3. Efektivitas pembiayaan pemberian izin penebangan pohon hendaknya dapat 

diperkecil sehingga dapat lebih rnengarah kepada pelayanan yang baik dan 

cepat bagi masyarakat. 
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